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Abstrak

Kualitas pelayanan perizinan usaha menengah di Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember penting untuk membangun kepercayaan dan
loyalitas pelanggan. Regulasi perizinan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM) kadang menghambat proses izin. Keluhan masyarakat terkait lambatnya dan
kurangnya keramahan pelayanan ini sering muncul di media. Artikelini bertujuan
menjelaskan kualitas pelayanan perizinan UMKM di dinas tersebut dengan
pendekatan kuantitatif dan metode deskriptif. Dalam Artikelini, 50 responden terlibat
melalui accidental sampling. Kualitas pelayanan dinilai menggunakan model E-
Service Quality atau Servqual yang mencakup enam dimensi: efisiensi, ketersediaan
sistem, pemenuhan, privasi, responsivitas, dan kompensasi. Hasilnya menunjukkan
kesenjangan antara persepsi masyarakat dan harapan mereka terhadap pelayanan
perizinan, dengan gap negatif -14,3. Ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan
perizinan usaha menengah di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember belum memenuhi harapan masyarakat dan masih terkategori
sebagai pelayanan yang cukup.

Kata kunci: Kualitas Pelayanan, Perizinan, Usaha Menengah, E-Service Quality.

Abstract

The quality of licensing services for medium-sized enterprises at the Integrated
Licensing Service Unit of Jember Regency's Investment and One-Stop Services is
crucial for building customer trust and loyalty. Regulations governing licenses for
micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) can sometimes hinder the
licensing process. Complaints from the public regarding the slowness and lack of
friendliness in these services often surface in the media. This research aims to explain
the quality of MSME licensing services at the mentioned office using a quantitative
approach and a descriptive method. In this study, 50 respondents were involved
through accidental sampling. Service quality was assessed using the E-Service Quality
or Servqual model, which includes six dimensions: efficiency, system availability,
fulfillment, privacy, responsiveness, and compensation. The results revealed a gap
between the public's perceptions and their expectations of licensing services, with a
negative gap score of -14.3. This indicates that the quality of licensing services for
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medium-sized enterprises at the Integrated Licensing Service Unit of Jember Regency
has not met public expectations and is still categorized as moderately satisfactory.
Keywords: Service Quality, Licensing, Medium-sized Enterprises, E-Service Quality.

1. PENDAHULUAN

Pelayanan publik memiliki peran sentral dalam kehidupan manusia, dengan tujuan
utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 25
Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik mencakup pemenuhan
kebutuhan warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif
yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Di Indonesia, pelayanan publik
sering kali menjadi sorotan kinerja pemerintah, dan kualitas pelayanan menjadi
masalah yang terus diperdebatkan.

Data dari Ombudsman RI menunjukkan bahwa terdapat banyak laporan terkait
pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik, dengan pemerintah daerah menjadi
institusi yang dilaporkan paling banyak. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam
pelayanan publik yang tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang. Namun, terdapat
upaya positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia, seperti
peluncuran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang telah menghasilkan
peningkatan peringkat Indonesia dalam survei E-Government PBB.

Salah satu aspek penting dari pelayanan publik adalah pelayanan perizinan, yang
memiliki dampak langsung pada kemampuan pelaku usaha untuk beroperasi secara
legal. Di Kabupaten Jember, proses perizinan usaha terkadang rumit dan memakan
waktu lama, yang berdampak negatif pada pelaku usaha menengah. Namun,
keberhasilan SPBE dalam beberapa aspek pelayanan publik telah membawa perubahan
positif dalam upaya mendukung para pelaku usaha.

Pentingnya pelayanan perizinan bagi usaha menengah terletak pada kenyataan
bahwa legalitas usaha memungkinkan mereka untuk mendapatkan bantuan dan
dukungan yang lebih baik, seperti pembinaan usaha dan akses ke modal dengan bunga
rendah untuk pengembangan usaha mereka. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus
meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk pelayanan perizinan, untuk
mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Meskipun upaya telah dilakukan dalam
meningkatkan pelayanan perizinan melalui sistem OSS, masih ada tantangan dalam
penerapannya. Beberapa pelaku usaha mengeluhkan bahwa proses perizinan tidak
menjadi lebih efisien dan responsivitas pegawai Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jember masih perlu
ditingkatkan.

Dalam rangka mendukung pelaku usaha menengah dan memastikan bahwa
pelayanan perizinan berjalan efektif, perlu adanya pendekatan yang lebih personal dan
komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan pelaku usaha. Melalui langkah-
langkah ini, kualitas pelayanan perizinan dapat ditingkatkan, dan pemerintah dapat
memenuhi harapan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang lebih baik sesuai
dengan Undang-Undang yang berlaku.

2. METODE PELAKSANAAN

Artikel ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif untuk
menguji kualitas pelayanan perizinan bagi usaha menengah di Dinas Penanaman
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Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember pada bulan Agustus 2023.
Populasi terdiri dari warga yang tengah mengurus izin usaha di dinas tersebut, dengan
50 responden dipilih secara acak. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi,
kuesioner, dan dokumentasi. Dalam pengumpulan data, digunakan skala Likert dengan
lima tingkatan respons: sangat setuju (SS), setuju (ST), ragu-ragu (RG), tidak setuju
(TS), dan sangat tidak setuju (STS). Hasil kuesioner akan dinilai dengan memberikan
skor sesuai dengan respons responden. Analisis data dilakukan menggunakan metode
E-Servqual (Electronic Service Quality) oleh Parasuraman. Ini melibatkan
perbandingan antara persepsi dan harapan pengguna layanan dengan empat dimensi
instrumen. Hasil analisis akan diinterpretasikan, dengan selisih antara skor persepsi
dan harapan menunjukkan tingkat kualitas pelayanan. Nilai positif mengindikasikan
kualitas pelayanan tinggi, nol menunjukkan netral, dan nilai negatif menunjukkan
kualitas pelayanan rendah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Instrumen

ArtikelUji Validitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Item r hitung r tabel Keterangan

HE.1 0,569 0,361 Valid
HE.2 0,386 0,361 Valid
HE.3 0,385 0,361 Valid
HR.1 0,542 0,361 Valid
HR.2 0,316 0,361 Valid
HR.3 0,601 0,361 Valid
HF.1 0,446 0,361 Valid
HE.2 0,380 0,361 Valid
HE.3 0,453 0,361 Valid
HP.1 0,432 0,361 Valid
HP.2 0,423 0,361 Valid
HP.3 0,386 0,361 Valid
HT.1 0,405 0,361 Valid
HT.2 0,393 0,361 Valid
HT.3 0,474 0,361 Valid
HC.1 0,439 0,361 Valid
HC.2 0,393 0,361 Valid
HC3 0,386 0,361 Valid
PE.1 0,888 0,361 Valid
PE.2 0,894 0,361 Valid
PE.3 0,919 0,361 Valid
PR.1 0,921 0,361 Valid
PR.2 0,486 0,361 Valid
PR3 0,346 0,361 Valid
PE.1 0,929 0,361 Valid
PE.2 0,877 0,361 Valid
PE3 0,807 0,361 Valid
PP.1 0,410 0,361 Valid
PP.2 0,359 0,361 Valid
PP.3 0,335 0,361 Valid
PT.1 0,913 0,361 Valid
PT.2 0,925 0,361 Valid
PT.3 0,901 0,361 Valid
PC.1 0,501 0,361 Valid
PC.2 0,750 0,361 Valid
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PC.3 0,795 0,361 Valid

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui hasil uji validitas terhadap item
harapan dan item persepsi menunjukan bahwa masing-masing item
memperoleh r hitung lebih besar dari r tabel sebesar 0,278 sehingga dapat
diartikan bahwa seluruh instrument Artikelini valid.

Uji Reliabilitas
Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas
Item Cornbach’s  Standar Keterangan
Alpha Reliabilitas
Harapan 0,746 0,60 Reliabel
Persepsi 0,954 0,60 Reliabel

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan Tabel 2. dapat diketahui hasil uji reliabilitas terhadap item
harapan dan item persepsi menunjukan bahwa masing-masing item
memperoleh nilai cornbach’s alpha lebih dari 0,60 sehingga dapat diartikan
bahwa instrument yang digunakan dalam Acrtikel ini reliabel.

Deskripsi Variabel Penelitian
Distribusi Frekuensi Variabel E-Service Quality Indikator Harapan
Tabel 3. Frekuensi Jawaban Variabel Harapan Dimensi Efisiensi (Efficiency)

Frekuensi Modus
tnatator g % 4 % 3 % 2 % 1 %
HE.1 18 36,0 24 48,0 8 16 0 0 0
HE.2 19 38,0 23 46,0 8 16 0 0 0
HE.3 21 42,0 25 50,0 4 8 0 0 0

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan Tabel 3. dapat diketahui bahwa penilaian responden terhadap
variabel e-service quality indikator harapan pada dimensi efisiensi (efficiency).
Sub dimensi pertama (HE.1) diperoleh modus pada skala 4 yang berarti bahwa
mayoritas masyarakat berharap adanya kemudahan proses pengajuan
pembuatan izin usaha menengah pada pelayanan online DPMPTSP Kabupaten
Jember. Sub dimensi kedua (HE.2) diperoleh modus sebesar 4 yang berarti
bahwa mayoritas masyakarat berharapan adanya kecepatan mekanisme
pembuatan izin usaha menengah pada pelayanan online DPMPTSP Kabupaten
Jember. Dan sub dimensi ketiga (HE.3) diperoleh modus sebesar 4 yang berarti
bahwa mayoritas masyarakat berharapan adanya kejelasan informasi yang
ditampilkan website pelayanan pembuatan izin usaha online DPMPTSP
Kabupaten Jember.
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Tabel 4. Frekuensi Jawaban Variabel Harapan Dimensi Reliabilitas (Reliability)

Frekuensi

Indikator 5 % 4 % 3 % 5 % 1 % viodus
HR.1 21 420 21 420 8 16 0 0 0 0 g dan
HR.2 14 280 27 540 9 18 0 0O 0 0 4
HR.3 23 460 20 400 7 14 0 5

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan Tabel 4. dapat diketahui bahwa penilaian responden
terhadap variabel e-service quality indikator harapan pada dimensi reliabilitas
(reliability). Sub dimensi pertama (HR.1) diperoleh modus pada skala 4 dan 5
yang berarti bahwa mayoritas masyarakat berharap website pelayanan online
DPMPTSP Kabupaten Jember mempermudah pembuatan izin usaha. Sub
dimensi kedua (HR.2) diperoleh modus pada skala 4 yang berarti bahwa
mayoritas masyarakat berharap website pelayanan online DPMPTSP
Kabupaten Jember mudah diakses adalah tinggi. Dan sub dimensi ketiga (HR.3)
diperoleh modus pada skala 5 yang berarti bahwa mayoritas masyarakat
berharap website pelayanan online DPMPTSP Kabupaten Jember berfungsi
dengan baik atau jarang mengalami gangguan.

Tabel 5. Frekuensi Jawaban Variabel Harapan Dimensi Pemenuhan
(Fulfillment)

Frekuensi

Indikator Modus
5 Yo 4 Yo 3 Yo 2 Yo 1 Yo

HF.1 17 34,0 23 46,0 10 20 0 0 0

HF.2 20 40,0 22 44,0 8 16 0 0 0

HF.3 14 28,0 25 50,0 11 22 0 0 0

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan Tabel 5. dapat diketahui bahwa penilaian responden
terhadap variabel e-service quality indikator harapan pada dimensi penemuhan
(fulfillment). Sub dimensi pertama (HF.1) diperoleh modus pada skala 4 yang
berarti bahwa mayoritas masyakarat berharap website pelayanan online
DPMPTSP Kabupaten Jember dapat memberikan kepastian jangka waktu
penyelesaian pembuatan izin usaha adalah tinggi. Sub dimensi kedua (HF.2)
diperoleh modus pada skala 4 yang berarti bahwa mayoritas masyarakat
berharap website pelayanan online DPMPTSP Kabupaten Jember dapat
menyelesaikan pembuatan izin usaha sesuai waktu yang dijanjikan. Dan sub
dimensi ketiga (HF.3) diperoleh modus pada skala 4 yang berarti bahwa
mmayoritas maysrakat berharap website pelayanan online DPMPTSP
Kabupaten Jember dapat memberikan informasi mengenai layanan pembuatan
izin usaha.
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Tabel 6. Frekuensi Jawaban Variabel Harapan Dimensi Privasi (Privacy)

Frekuensi

Indikator 5 % 4 % 3 % 5 % 1 % Mlodus
HP.1 19 38,0 23 46,0 8 16 0 0
HP.2 12 24,0 28 56,0 10 20 0 0 0
HP.3 14 28,0 25 50,0 11 22 0 0

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan Tabel 6. dapat diketahui bahwa penilaian responden
terhadap variabel e-service quality indikator harapan pada dimensi privasi
(privacy). Sub dimensi pertama (HP.1) diperoleh modus pada skala 4 yang
berarti bahwa mayoritas masyarakat berharap website pelayanan online
DPMPTSP Kabupaten Jember dapat menjaga keamanan data pemohon layanan
adalah tinggi. Sub dimensi kedua (HP.2) diperoleh modus pada skala 4 yang
berarti bahwa mayoritas berharap website pelayanan online DPMPTSP
Kabupaten Jember hanya mengunakan data pribadi pemohon untuk
kepentingan izin usaha adalah tinggi. Dan sub dimensi ketiga (HP.3) diperoleh
modus pada skala 4 yang berarti bahwa mayoritas masyarakat berharap website
pelayanan online DPMPTSP Kabupaten Jember dapat secara langsung
menyampaikan penyelesaian izin usaha kepada pemohon adalah tinggi.

Tabel 7. Frekuensi Jawaban Variabel Harapan Dimensi Daya Tanggap
(Responsiveness)

Frekuensi

Indikator 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % Modus
HRp.1 17 34,0 24 48,0 9 18 0 0 0 0 4
HRp.2 19 38,0 21 42,0 10 20 0 0 0 0 4
HRp.3 20 40,0 20 40,0 10 20 0 0 0 0 4dan5

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan Tabel 7. dapat diketahui bahwa penilaian responden
terhadap variabel e-service quality indikator harapan pada dimensi daya
tanggap (responsiveness). Sub dimensi pertama (HRp.1) diperoleh modus pada
skala 4 yang berarti bahwa mayoritas masyarakat berharap pegawai DPMPTSP
Kabupaten Jember dapat memberikan informasi mengenai izin usaha dengan
tepat. Sub dimensi kedua (HRp.2) diperoleh modus pada skala 4 yang berarti
bahwa mayoritas masyarakat berharap pegawai DPMPTSP Kabupaten Jember
mampu membantu menyelesaikan permohonan pelayanan izin usaha dengan
cepat. Dan sub dimensi ketiga (HRp.3) diperoleh modus pada skala 4 dan 5
yang berarti bahwa mayoritas masyarakat berharap pegawai DPMPTSP
Kabupaten Jember tanggap terhadap keluhan yang dialami pemohon izin usaha
menengah.
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Tabel 8. Frekuensi Jawaban Variabel Harapan Dimensi Kontak (Contact)

Frekuensi

Indikator 5 % 1 % 3 % ’ % 1 % Modus
HC.1 21 42,0 20 40,0 9 18 0 0,0 0
HC2 19 38,0 21 42,0 10 20 0 0,0 0
HC.3 18 36,0 21 42,0 11 22 0 0,0 0

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan Tabel 8. dapat diketahui bahwa penilaian responden
terhadap variabel e-service quality indikator harapan pada dimensi kontak
(contact) adalah. Sub dimensi pertama (HC.1) diperoleh modus pada skala 5
yang berarti bahwa mayoritas masyarakat berharap website DPMPTSP
Kabupaten Jember menyediakan kontak yang dapat dihubungi oleh pemohon
layanan izin usaha. Sub dimensi kedua (HC.2) diperoleh modus pada skala 4
yang berarti bahwa mayoritas masyarakat berharap pemohon layanan izin usaha
mudah untuk mengakses kontak yang tersedia di website DPMPTSP Kabupaten
Jember. Dan sub dimensi ketiga (HC.3) diperoleh modus pada skala 4 yang
berarti bahwa mayoritas masyarakat berharap website DPMPTSP Kabupaten
Jember menyediakan customer service yang tanggap dalam pelayanan online
izin usaha menengah.

Distribusi Frekuensi Variabel E-Service Quality Indikator Persepsi
Tabel 9. Frekuensi Jawaban Variabel Persepsi Dimensi Efisiensi (Efficiency)

Frekuensi

Indikator Modus
o) Yo 4 Yo 3 o 2 o 1 o

PE.1 11 22 14 28 7 14 12 24 6 12

PE.2 13 26 12 24 6 12 17 34 2 4 2

PE.3 14 28 13 26 5 10 12 24 6 12

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan Tabel 9. dapat diketahui bahwa penilaian responden
terhadap variabel e-service quality indikator persepsi pada dimensi efisiensi
(efficiency). Sub dimensi pertama (PE.1) diperoleh modus pada skala 2 yang
berarti bahwa mayoritas masyarakat berpersepsi proses pengajuan pembuatan
izin usaha menengah pada pelayanan online DPMPTSP Kabupaten Jember
tidak mudah. Sub dimensi kedua (PE.2) diperoleh modus pada skala 2 yang
berarti mayoritas masyarakat berpersepsi mekanisme pembuatan izin usaha
menengah pada pelayanan online DPMPTSP Kabupaten Jember cukup lambat.
Dan sub dimensi ketiga (PE.3) diperoleh modus pada skala 5 yang berarti
bahwa mayoritas maysrakat berpersepsi informasi yang ditampilkan website
pelayanan pembuatan izin usaha online DPMPTSP Kabupaten Jember sudah
jelas.
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Tabel 10. Frekuensi Jawaban Variabel Persepsi Dimensi Reliabilitas
(Reliability)

Frekuensi

Indikator Modus
5 % 4 % 3 % 2 % 1 %

PR.1 12 240 9 180 4 80 17 340 8 160 2

PR.2 26 520 21 420 0 00 2 40 1 20 5

PR.3 25 50,0 17 340 3 60 5 100 0 00 5

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan Tabel 10. dapat diketahui bahwa penilaian responden
terhadap variabel e-service quality indikator persepsi pada dimensi reliabilitas
(reliability). Sub dimensi pertama (PR.1) diperoleh modus pada skala 2 yang
berarti bahwa mayoritas masyarakat berpersepsi website pelayanan online
DPMPTSP Kabupaten Jember tidak mempermudah pembuatan izin usaha. Sub
dimensi kedua (PR.2) diperoleh modus pada skala 5 yang berarti bahwa
mayoritas masyarakat berpersepsi bahwa website pelayanan online DPMPTSP
Kabupaten Jember mudah diakses. Dan sub dimensi ketiga (PR.3) diperoleh
modus pada skala 5 yang berarti bahwa mayoritas masyarakat berpersepsi
bahwa website pelayanan online DPMPTSP Kabupaten Jember berfungsi
dengan baik atau jarang mengalami gangguan.

Tabel 11. Frekuensi Jawaban Variabel Persepsi Dimensi Pemenuhan
(Fulfillment)

Frekuensi

Indikator Modus
5 Yo 4 Yo 3 Yo 2 Yo 1 %

PF.1 1 220 7 140 11 220 12 240 9 180 2

PE.2 13 260 5 100 7 140 19 380 6 120 2

PE.3 13 260 14 280 7 140 11 220 5 100 4

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan Tabel 11. dapat diketahui bahwa penilaian responden
terhadap variabel e-service quality indikator persepsi pada dimensi penemuhan
(fulfillment). Sub dimensi pertama (PF.1) diperoleh modus pada skala 2 yang
berarti bahwa mayoritas masyarakat berpersepsi bahwa website pelayanan
online DPMPTSP Kabupaten Jember tidak memberikan kepastian jangka waktu
penyelesaian pembuatan izin usaha adalah cukup. Sub dimensi kedua (PF.2)
diperoleh modus pada skala 2 yang berarti bahwa mayoritas masyarakat
berpersepsi bahwa website pelayanan online DPMPTSP Kabupaten Jember
tidak dapat menyelesaikan pembuatan izin usaha sesuai waktu yang dijanjikan.
Dan sub dimensi ketiga (PF.3) diperolen modus pada skala 4 yang berarti
bahwa mayoritas maysrakat berpersepsi bahwa website pelayanan online
DPMPTSP Kabupaten Jember dapat memberikan informasi mengenai layanan
pembuatan izin usaha.
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Tabel 12. Frekuensi Jawaban Variabel Persepsi Dimensi Privasi (Privacy)

Frekuensi

Indikator Modus
5 Yo 4 Yo 3 Yo 2 Yo 1 Yo

PP.1 30 60,0 16 32,0 1 2,0 3 6,0 0 0,0

PP.2 28 56,0 16 32,0 3 6,0 2 4,0 1 2,0

PP.3 31 62,0 15 30,0 1 2,0 3 6,0 0 0,0 5

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan Tabel 12. dapat diketahui bahwa penilaian responden
terhadap variabel e-service quality indikator persepsi pada dimensi privasi
(privacy). Sub dimensi pertama (PP.1) diperoleh modus pada skala 3 yang
berarti bahwa mayoritas masyarakat berpersepsi bahwa website pelayanan
online DPMPTSP Kabupaten Jember dapat menjaga keamanan data pemohon
layanan. Sub dimensi kedua (PP.2) diperoleh modus pada skala 5 yang berarti
bahwa mayoritas masyarakat berpersepsi bahwa website pelayanan online
DPMPTSP Kabupaten Jember hanya mengunakan data pribadi pemohon untuk
kepentingan izin usaha. Dan sub dimensi ketiga (PP.3) diperoleh modus pada
skala 5 yang berarti bahwa mayoritas masyarakat berpersepsi bahwa website
pelayanan online DPMPTSP Kabupaten Jember dapat secara langsung
menyampaikan penyelesaian izin usaha kepada pemohon.

Tabel 13. Frekuensi Jawaban Variabel Persepsi Dimensi Daya Tanggap
(Responsivenss)

Frekuensi

Indikator Modus
5 Yo 4 Yo 3 Yo 2 Yo 1 Yo

PRp.1 13 26,0 6 12,0 6 12,0 17 34,0 8 16,0

PRp.2 13 26,0 7 14,0 6 12,0 15 30,0 9 18,0

PRp.3 10 20,0 11 22,0 5 10,0 13 26,0 11 22,0

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan Tabel 13. dapat diketahui bahwa penilaian responden
terhadap variabel e-service quality indikator persepsi pada dimensi daya
tanggap (responsiveness). Sub dimensi pertama (PT.1) diperoleh modus pada
skala 2 yang berarti bahwa mayoritas masyarakat berpersepsi bahwa pegawai
DPMPTSP Kabupaten Jember kurang dapat memberikan informasi mengenai
izin usaha dengan tepat. Sub dimensi kedua (PT.2) diperoleh modus pada skala
2 yang berarti bahwa mayoritas masyarakat berpersepsi bahwa pegawai
DPMPTSP Kabupaten Jember kurang mampu membantu menyelesaikan
permohonan pelayanan izin usaha dengan cepat. Dan sub dimensi ketiga (PT.3)
diperoleh modus pada skala 2 yang berarti bahwa mayoritas masyarakat
berperspepsi bahwa pegawai DPMPTSP Kabupaten Jember kurang tanggap
terhadap keluhan yang dialami pemohon izin usaha menengah.

47



Tabel 14. Frekuensi Jawaban Variabel Persepsi Dimensi Kontak (Contact)

Frekuensi

Indikator Modus
5 Yo 4 Yo 3 Yo 2 Yo 1 Yo

PC.1 20 40,0 22 44,0 2 4,0 5 10,0 1 2,0 4

PC.2 11 22,0 16 32,0 3 6,0 12 24,0 8 16,0 4

PC.3 12 24,0 11 22,0 3 6,0 15 30,0 9 18,0 3

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan Tabel 14. dapat diketahui bahwa penilaian responden
terhadap variabel e-service quality indikator persepsi pada dimensi kontak
(contact). Sub dimensi pertama (PC.1) diperoleh modus pada skala 4 yang
berarti bahwa mayoritas masyarakat berpersepsi bahwa website DPMPTSP
Kabupaten Jember menyediakan kontak yang dapat dihubungi oleh pemohon
layanan izin usaha. Sub dimensi kedua (PC.2) diperoleh modus pada skala 4
yang berarti bahwa mayoritas masyarakat berpersepsi bahwa pemohon layanan
izin usaha mudah untuk mengakses kontak yang tersedia di website DPMPTSP
Kabupaten Jember. Dan sub dimensi ketiga (PC.3) diperoleh modus pada skala
2 yang berarti bahwa mayoritas masyarakat berpersepsi bahwa w website
DPMPTSP Kabupaten Jember menyediakan customer service yang kurang
tanggap dalam pelayanan online izin usaha menengah.

Analisis Data E-Service Quality (E-SERVQUAL)
Tabel 15. Model E-SERVQUAL

No. Dimensi _ Skor Rata-rat: e- Service Quality Tgkat

Persepsi Harapan Kualitas

1. Efficiency 66 85 -19 Baik

2. Reliability 67 84 -17 Baik

3. Fulfillment 62 82 -10 Baik

4. Privacy 88 82 4 Sangat Baik
5. Responsiveness 59 83 -24 Baik

6. Contact 68 83 -15 Baik

Skor rata-rata tingkat kualitas 68,3 82,6 -143

pelayanan elektronik

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Hasil perhitungan e-Servqual menunjukkan skor gap negatif -14,3,
menandakan bahwa kualitas pelayanan izin usaha menengah di Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember belum
memenuhi harapan masyarakat dan terkategori cukup. Dari enam dimensi e-
service quality, hanya dimensi privasi yang mendapat skor positif (4),
sementara yang lainnya memperoleh skor negatif: efisiensi (-19), reliabilitas (-
17), pemenuhan (-10), responsivitas (-24), dan kontak (-15). Terlepas dari
kekurangan ini, secara keseluruhan, e-service quality di Dinas tersebut
dianggap baik meskipun perlu perbaikan, terutama dalam responsivitas, yang
menunjukkan perlunya peningkatan kinerja pegawai dalam memberikan
informasi yang lebih jelas dan pelayanan yang lebih ramah kepada masyarakat.
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PEMBAHASAN
Dimensi Efisiensi (Efficiency)

Skor efisiensi pelayanan online di Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember menunjukkan perbedaan negatif sebesar
19. Harapan pemohon adalah 85, sedangkan persepsinya adalah 66. Ini
menandakan efisiensi pelayanan sudah baik, tetapi belum memenuhi harapan.
Pemohon merasa website OSS kurang memberikan panduan yang jelas dalam
proses izin usaha dan tidak mempercepat proses izin karena persyaratan yang
sulit, seperti pemindaian dokumen dalam format PDF.

Dimensi Reliabilitas (Reliability)

Skor reliabilitas pelayanan online di Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember menunjukkan perbedaan negatif sebesar
17. Harapan pemohon adalah 84, sedangkan persepsinya adalah 67. Ini
menandakan reliabilitas pelayanan sudah baik, tetapi belum memenuhi harapan.
Pemohon merasa website OSS belum membuat proses izin usaha menjadi lebih
mudah. Namun, akses yang mudah dan jarangnya gangguan di website OSS
membuat masyarakat cukup puas dengan kualitas pelayanan online ini.

Dimensi Pemenuhan (Fulfillmenty)

Skor pemenuhan pelayanan online di Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember menunjukkan perbedaan negatif sebesar
10. Harapan pemohon adalah 82, sedangkan persepsinya adalah 62. Ini
menandakan pemenuhan pelayanan sudah baik, tetapi belum memenuhi
harapan. Pemohon merasa website OSS tidak memberikan jaminan kecepatan
pembuatan izin usaha dan tidak memberikan informasi jangka penyelesaian
izin. Namun, mereka masih merasa puas karena website memberikan informasi
mekanisme yang diperlukan untuk mendapatkan izin usaha.

Dimensi Privasi (Privacy)

Dimensi privasi dalam pelayanan online Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember mendapat skor positif 4,
melampaui harapan dengan skor harapan 82 dan persepsi 88. Ini menandakan
bahwa privasi dalam proses pembuatan izin usaha dianggap baik oleh pemohon.
Mereka percaya bahwa data yang digunakan dalam proses ini aman dan rahasia,
hanya digunakan untuk keperluan izin usaha. Selain itu, pemohon dapat
memantau status izin usaha mereka melalui website OSS, memberikan
kepuasan tambahan.

Dimensi Daya Tanggap (Responsivenss)

Dimensi daya tanggap (responsiveness) dalam pelayanan online Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memiliki
skor negatif 24, di bawah harapan pemohon dengan skor harapan 83 dan
persepsi 59. Pelayanan ini dianggap cukup tetapi belum mencapai harapan
pemohon. Pegawai dinilai kurang responsif dalam membantu pemohon izin
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usaha secara online. Masyarakat merasa informasi yang diberikan kurang jelas,
layanan lambat, dan tanggapan terhadap keluhan kurang responsif. Diperlukan
peningkatan kualitas layanan dan pelatihan bagi pegawai untuk memenuhi
harapan pemohon.

Dimensi Kontak (Contact)

Dimensi kontak (contact) dalam pelayanan online Dinas Penanaman
Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memiliki skor negatif
15, di bawah harapan pemohon dengan skor harapan 83 dan persepsi 58.
Meskipun kontak yang dapat dihubungi oleh pemohon izin usaha telah
disediakan, masyarakat merasa layanan ini kurang responsif. Pegawai customer
service di kontak tersebut tidak merespons dengan cepat, juga tidak
memberikan informasi yang jelas mengenai status pengajuan izin usaha. Perlu
peningkatan responsivitas dalam memberikan dukungan pelanggan dan
informasi yang lebih akurat kepada pemohon izin usaha.

4. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan analisis e-Servqual terhadap kualitas layanan online pembuatan
izin usaha menengah di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember, harapan masyarakat sangat tinggi (skor 82,6), tetapi persepsi saat
ini belum memenuhi harapan (skor 68,3). Skor e-Servqual sebesar -14,3 menunjukkan
kualitas layanan secara umum sudah baik tetapi belum memenuhi harapan karena
faktor seperti proses yang lambat dan kompleks, kurangnya jaminan penyelesaian,
serta responsivitas dan keramahan pegawai yang kurang. Disarankan untuk
menyederhanakan mekanisme, menyediakan informasi lebih jelas, memberikan
estimasi penyelesaian, mengevaluasi kinerja pegawai, dan meningkatkan kecepatan
layanan online. Artikel selanjutnya dapat memperluas cakupan geografis atau
menambah variabel kepuasan dan menggunakan metode kualitatif.
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